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BUPATI WAKATOBI 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR  8 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 23 

TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WAKATOBI, 

Menimbang : a.  bahwa berhubung adanya penyesuaian Kebijakan 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati 
Wakatobi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kebijakan 
Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten 
Wakatobi, perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Wakatobi Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah 
Kabupaten Wakatobi;  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten   
Wakatobi dan  Kabupaten  Kolaka  Utara   di 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  
Tahun  2003 Nomor  4339); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negera Rupublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

17. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
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diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan 
Sosial dan Hibah yang Bersumber Dari  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25); 

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); 

25. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan 
Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 
Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi; 

26. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 23 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akutansi Berbasis Akrual 
Pemerintah Kabupaten Wakatobi; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 23 TAHUN 
2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI. 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 
2015 tentang Kebijakan Akutansi Berbasis Akrual 
Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 23) diubah 
sebagai berikut : 

1. Ketentuan Lampiran II tentang Kebijakan Akutansi 
Piutang, Kebijakan Akutansi Persediaan dan 
Kebijakan Akutansi Investasi Jangka Panjang 
diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

    Ditetapkan di  Wangi-Wangi 
               pada tanggal   29 – 2- 2016 

 
  BUPATI WAKATOBI, 

 
         TTD/CAP 
 
         H U G U A 
 

Diundangkan di  Wangi-Wangi 
pada tanggal     29 – 2 – 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
 
                          TTD/CAP 
                            
      SUDJITON 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 8 
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
  NOMOR : 8 TAHUN 2016 
  TANGGAL : 29 – 2 - 2016 
  TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS 

AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN 
WAKATOBI 

 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG 

 
A. PENDAHULUAN 
1. Tujuan 

a) Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur 
perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang 
dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. 

b) Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah 
Daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian 
dan pengungkapannya. 

2. Ruang Lingkup 
a) Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang 

dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan 
disajikan dengan basis akrual.  

b) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah tidak 
termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. 

B. DEFINISI  
1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 

daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan 
uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.  

2. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang 
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang 
dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. 

3. Penilaian  kualitas  piutang  untuk  penyisihan  piutang  tak  tertagih  
dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik 
piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu 
tergantung kondisi dari debiturnya 

4. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar 
(BAS). 
Jenis piutang dikelompokkan sebagai berikut : 

Piutang 
Pendapatan 

Piutang Pajak Daerah 
Piutang Retribusi 
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 
Piutang Transfer Pemerintah Pusat 
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 
Piutang Pendapatan Lainnya 

Piutang 
Lainnya 

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang 
kepada Entitas Lainnya 
Uang Muka 
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5. Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan 
ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, 
sebagai akibat langsung ataupun tidak lagsung dari suatu perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian 
dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti 
Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian 
negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

6. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena 
lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian 
Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

7. Piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari 
peristiwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah. 
Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dapat dilakukan 
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai 
modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih, harus 
didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang 
milik negara/ daerah. 

 

C. PENGAKUAN  

1. Piutang diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau 
manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat : 

a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;  

b) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum diperoleh 
manfaat ekonominya; 

c) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan 
belum dilunasi. 

d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang 
timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian 
fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di 
neraca, apabila memenuhi kriteria : 

a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan 
kewajiban secara jelas; dan 

b) Jumlah piutang dapat diukur. 

3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui 
berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan 
dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar 
hak daerah yang belum dibayarkan. 

4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang 
ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut 
ketentuan  yang  berlaku  yang  belum  ditransfer  dan  merupakan  hak  
daerah.  

5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim 
pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah 
ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.  

6. Piutang transfer lainnya diakui apabila : 



8 

a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai 
dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh 
pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih 
atau piutang bagi daerah penerima; 

b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat 
penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat 
persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan 
pembayarannya oleh Pemerintah Pusat (sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan perundang-undangan).  

7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi 
pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.  

8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi 
pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah 
penerima yang belum dibayar.  

9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran 
ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan 
maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer 
periode berikutnya. 

10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus 
didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen 
yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ 
TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK 
Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan 
merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian 
tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti 
kerugian tersebut.  Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan 
melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah 
terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan. 

11. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang 
timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan, dapat 
diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila 
memenuhi criteria : 

a) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan 
kewajiban secara jelas; 

b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal. 
 

D. PENGUKURAN   

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang 
undangan, adalah sebagai berikut : 

a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 
pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat 
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau  

b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh 
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; 
atau  

c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas 
keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.  

2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai  
berikut :  
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a) Pemberian pinjaman  

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan 
dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai 
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. 
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai 
kewajiban bunga, denda, commitment fee dan/ atau biaya-biaya 
pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui 
adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada 
periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 
pelaporan.  

b) Penjualan  

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian 
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 
pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan 
pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai 
bersihnya.  

c) Kemitraan  

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.  

d) Pemberian fasilitas/jasa  

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah 
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi 
dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.  

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut : 

a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai 
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan 
berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;  

b) Dana Alokasi   Umum  sebesar  jumlah yang   belum diterima,  dalam 
hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke 
kabupaten; 

c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi 
dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.  

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang 
dikemukakan di  atas, dilakukan sebagai berikut :  

a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam 
tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke 
depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah 
ditetapkan;  

b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di 
atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.  

5. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap Pengakuan 
Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum 
dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. 
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka 
masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang 
dihapuskan.    

6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal 
dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan 
penghapusbukuan (write down). 
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7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net 
realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan 
penyisihan piutang.  

8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi 
sebagai berikut :  
a) Kualitas Piutang Lancar;  
b) Kualitas Piutang Kurang Lancar; 
c) Kualitas Piutang Diragukan;  
d) Kualitas Piutang Macet. 

9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara 
pemungut pajak yang terdiri dari :   
a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan  
b) Pajak  Ditetapkan  Oleh Kepala Daerah (official assessment).  

10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar 
Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan: 
a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 (satu) 

tahun;  
b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 (satu) 

sampai dengan 2 (dua) tahun;  
c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang di atas 2 (dua) 

sampai dengan 5 (lima) tahun; dan atau 
d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 (lima) tahun. 

11. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan  
oleh Bupati (official assessment) dilakukan dengan ketentuan: 
a) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 (satu) 

tahun; 
b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 (satu) 

sampai dengan 2 (dua) tahun;  
c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang di atas 2 (dua) 

sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/ atau 
d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 (lima) tahun. 

12. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek 
Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut :  
a) Kualitas  Lancar,  jika  umur  piutang  0  (nol)  sampai  dengan  1  (satu)  

bulan/tahun;  
b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas  1 (satu) sampai 

dengan 3 (tiga) bulan; 
c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) sampai dengan 

12 (dua belas) bulan; 
d) Kualitas Macet, jika umur piutang di atas 12 (dua belas) bulan.  

13. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan 
Retribusi, dilakukan dengan ketentuan : 
a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;  
b) Kualitas Kurang Lancar,  apabila dalam jangka waktu lebih dari 

1 (satu)  sampai 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo tidak dilakukan 
pelunasan;  

c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) 
sampai  dengan  12  (dua  belas)  bulan  sejak  jatuh  tempo  tidak  
dilakukan pelunasan; dan  
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d) Kualitas Macet, apabila lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak jatuh 
tempo tidak dilakukan pelunasan.   

14. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun 
ditentukan sebagai berikut : 
No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih*) 
a Lancar 0,5 % 
b Kurang Lancar 10 % 
c Diragukan 50 % 
d Macet 100 % 

15. Pengukuran piutang ganti rugi, dilakukan sebagai berikut:  
a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam 

tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke 
depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah 
ditetapkan;  

b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di 
atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.  

16. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang 
berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut : 
a) Piutang Pemberian Pinjaman 

Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang 
dikeluarkan dari kas negara/daerah dan/atau apabila berupa 
barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan 
atas barang/jasa tersebut. 
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai 
kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya 
pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui 
adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada 
periode berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dengan akhir 
periode pelaporan. 

b) Piutang Penjualan Kredit 
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian 
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 
pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan 
pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai 
bersihnya. 

c) Piutang Kemitraan 
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih 
1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:  

a) Kualitas Lancar sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus); 
b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari 

piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan 
atau nilai barang sitaan (jika ada);  

c) Kualitas Diragukan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari piutang 
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan 
atau nilai barang sitaan (jika ada); dan  

d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan 
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai 
barang sitaan (jika ada). 

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan 
sebesar : 
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a) Kualitas Lancar sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus);  
b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari 

piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan 
atau nilai barang sitaan (jika ada);  

c) Kualitas Diragukan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari piutang 
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan 
atau nilai barang sitaan (jika ada); dan 

d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan 
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai 
barang sitaan (jika ada).  

3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain 
Retribusi, ditetapkan sebesar :  
a) 0,5% (nol koma lima perseratus)  dari Piutang dengan kualitas lancar;  
b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar 

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika 
ada);  

c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan 
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika 
ada); dan  

d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah 
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).  

4. Penyisishan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi 
berdasarkan umur piutang (aging schedule) yang dibedakan menurut 
jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan 
besaran yang disisihkan sebagai berikut : 
 
No Jenis piutang  Umur Piutang 
  ≤ 1 tahun < 1 s.d 2 

tahun 
< 2 s.d 4 
tahun 

<5 
tahun 

1. Piutang Pajak Daerah 0,5% 10% 50% 100% 
 
No Jenis piutang  Umur Piutang 
  ≤ 1 bulan < 1 s.d 3 

bulan 
< 3 s.d 12 

bulan 
<12 
bulan 

1. Piutang Retribusi 0,5% 10% 50% 100% 
 
No Jenis piutang  Umur Piutang 
  ≤ 1 bulan < 1 s.d 3 

bulan 
< 3 s.d 12 

bulan 
<12 
bulan 

1. Piutang bukan Pajak 
selain retribusi 

0,5% 10% 50% 100% 

 
5. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru 

dibebankan. 
6. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode 

pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai 
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.   

7. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka 
tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam 
CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan 
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penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 
selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan 
saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya 
akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai 
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang 
seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.   

Pemberhentian Pengakuan 
1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat 

dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. 
Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar 
tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut 
selesai/lunas. 

2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal 
dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan 
(write down). 

3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, 
merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai 
piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. 

4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan 
penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan 
pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. 

5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan 
piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara 
atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih 
piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang 
sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan 

6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut : 
a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar 

daripada kerugian penghapusbukuan.  
1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 
2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan 

ekuitas. 
3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-

hal yang tak  mungkin terealisasi tagihannya. 
b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari 

penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, 
sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan 
penghapusbukuan. 

c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi 
yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus 
buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan 
keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi 
untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas 
melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. 

7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, 
prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang 
defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. 

8. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya 
penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri 
gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan 
satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca 
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dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. 
Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, 
berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat 
dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
tahun 2004 tentang Perbendaharaan,  

9. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp. 5.000.0000.000,- 
(lima milyar rupiah) oleh Bupati sedangkan kewenangan di atas                        
Rp. 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah) oleh Bupati dengan 
persetujuan DPRD 

10. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah 
sebagai berikut : 
a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang 

kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan 
yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu 
membayar; 

b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra 
penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas 
menghadapi tugas masa depan; 

c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan 
situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih; 

d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya 
penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok 
kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit; 

e) Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau 
tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi 
saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang; 

f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum 
kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, 
industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan 
benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain; 

g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin 
dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat 
hukum. Penghapusbukuan (writedown maupun write off) masuk 
esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan 
administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai 
mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain 
dengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif 
intrakomtabel. 

 
E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  
1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi 

mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas 
Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :  
a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan 

dan pengukuran piutang;  
b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat 

kolektibilitasnya; 
c) penjelasan atas penyelesaian piutang; 
d) jaminan atau sita jaminan jika ada;  
e) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus 

diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik 
melalui cara damai maupun pengadilan.  
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2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang 
perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, 
nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar 
pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap 
perlu. 

3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di 
kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan 
tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang 
bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan 
Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung 
dari jenis piutang. 
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KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PERSEDIAAN 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

1. Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu 
disajikan dalam laporan keuangan. 

Ruang Lingkup 

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun 
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan 
Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, 
tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum 
Daerah. 

DEFINISI 

4. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang 
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

5. Persediaan Bahan Baku dan Perlengkapan yang dimiliki proyek 
swakelola dan dibebankan suatu akun konstruksi pekerjaan, bukan 
bagian dari persediaan. 

6. Persediaan diklasifikasikan sebagai  mana diatur dalam Bagan Akun 
Standar. 

7. Jenis persediaan dikategorikan sebagai berikut : 

  
Persediaan 
Bahan Pakai 
Habis 

Persediaan Alat Tulis Kantor 
Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender 
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu 
Pijar, Batteray Kering) 
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos 
Lainnya 
Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan 
Pembersih 
Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas 
Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran 
Persediaan Isi Tabung Gas 
Persediaan Peralatan Kesehatan Habis Pakai 

Persediaan 
Bahan/ 
Material 

Persediaan Bahan Baku Bangunan 
Persediaan Bahan/ Bibit Tanaman 
Persediaan Bibit Ternak 
Persediaan Bahan Obat-Obatan 
Persediaan Bahan Kimia 
Persediaan Bahan Makanan Pokok 

Persediaan 
Barang Lainnya 

Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada 
Pihak Ketiga 
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PENGAKUAN   

8. Persediaan diakui pada saat : 

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah 
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 
dengan andal;  

b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya 
berpindah. 

9. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan 
berdasarkan hasil inventarisasi fisik.  

PENGUKURAN 

10. Metode  FIFO  (first  In  First  Out)  khusus  untuk  persediaan  obat  pada  
Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi penilaian persediaan 
diperhatikan terlebih dulu masa kadaluarsnya, untuk obat yang 
kadaluarsnya lebih pendek akan dikeluarkan lebih dulu tampa 
memperhatikan waktu obat tersebut masuk gudang, jika persediaan 
obat tersebut mempunyai masa kadaluarsa yang sama dengan metode 
FIFO. 

11. Persediaan disajikan sebesar :  

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya 
perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya 
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara 
langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. 
Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi 
biaya perolehan; 

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi 
sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya 
langsung yang  terkait dengan persediaan yang diproduksi dan 
biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; 

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau 
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan 
berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).  

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

11. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.  

12. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan : 

a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan 
dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang 
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk 
dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang 
masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual 
atau diserahkan kepada masyarakat; dan 

b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau 
usang. 
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KEBIJAKAN AKUNTANSI  
INVESTASI JANGKA PANJANG 

 
PENDAHULUAN 

Tujuan  

1. Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur 
perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang 
dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. 

Ruang Lingkup  

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi 
baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam 
laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan 
dengan basis akrual.  

3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi 
Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi 
jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran 
dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan 
keuangan. 

DEFINISI 

4. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 
ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

5. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh 
pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk 
memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan 
dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam 
rangka manajemen kas. 

6. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk 
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang 
menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan 
investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki 
secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual 
atau ditarik kembali. 

b. Investasi Jangka Panjang Permanen 

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi 
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara 
berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan 
atau ditarik kembali. 

Investasi Permanen dapat berupa : 

1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada 
perusahaan Negara/ daerah, badan internasional dan 
badan usaha lainnya yang bukan milik Negara; dan 
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2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan 
atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

7. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar. 

Contoh investasi jangka panjang sebagai berikut : 

  

Investasi Jangka 
Panjang Non Permanen 

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 
Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta 
Investasi dalam Obligasi 
Investasi dalam Proyek Pembangunan 
Dana Bergulir 
Deposito Jangka Panjang 
Investasi Non Permanen Lainnya 

Investasi Jangka 
Panjang Permanen 

Pernyataan Modal kepada BUMN 
Pernyataan Modal kepada BUMD 
Pernyataan Modal kepada BUMS 
Investasi Permanen Lainnya 

 
PENGAKUAN  

8. Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah 
dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi 
dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai 
berikut : 

a) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat 
ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan 
dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu 
mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan 
manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan 
bukti-bukti yang  tersedia pada saat pengakuan yang pertama 
kali; 

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 
memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti 
transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya 
perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan 
bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat 
dilakukan. 

PENGUKURAN  

9. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya 
perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain 
yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. 

10. Investasi jangka panjang nonpermanen : 

a. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian 
obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki 
berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya; 

b. Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk 
penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk 
dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai 
bersih yang dapat direalisasikan; 
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c. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk 
penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan 
pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat 
sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan 
untuk perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian 
proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga. 

11. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset 
pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga 
perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga 
perolehannya tidak ada. 

12. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan 
mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan 
menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku 
pada tanggal transaksi. 

13. Penilaian investasi jangka panjang pemerintah daerah dilakukan 
dengan tiga metode sebagai berikut : 

a. Metode biaya 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar 
biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui 
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi 
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang 
terkait.  

b. Metode ekuitas 

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah 
daerah dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah 
atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase 
kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. 
Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk 
dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi 
nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai 
pendapatan.  
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk 
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, 
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta 
asing serta revaluasi aset tetap. 

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan mengunakan 
nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai 
realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode 
nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk 
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.  
Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi 
pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi 
setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak 
dapat diterima kembali.  
Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan 
dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah 
yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh 
temponya (aging schedule). 
Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima 
kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk  
masing-masing kelompok sebagai berikut: 
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No Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi Persentase 
Penyisihan 

1 Jatuh tempo sampai dengan 1 Tahun 0,5 % 
2 Jatuh tempo > 1 s.d 3 Tahun 10 % 
3 Jatuh tempo > 3 s.d 5 Tahun 50 % 
4 Jatuh tempo > 5 Tahun 100 % 

14. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria 
sebagai berikut : 

(a) Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh perseratus) 
menggunakan metode biaya; 

(b) Kepemilikan 20% (dua puluh perseratus) sampai 50% (lima 
puluh perseratus), atau kepemilikan kurang dari 20% )dua puluh 
perseratus) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan 
menggunakan metode ekuitas; 

(c) Kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) 
menggunakan metode ekuitas; 

(d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen 
menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. 

15. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan 
saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan 
metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah 
tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap 
perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian 
pada perusahaan investee, antara lain : 

(a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; 

(b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; 

(c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi 
perusahaan investee; 

(d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam 
rapat/pertemuan dewan direksi. 

PENGUNGKAPAN 
16. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 

b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 

c. Perubahan harga pasar investasi jangka panjang; 

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab 
penurunan tersebut; 

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan 
penerapannya; 

f. Perubahan pos investasi. 
 

BUPATI WAKATOBI, 
 

TTD/CAP 
   

        H U G U A 


